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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

Yth .. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua serta Rekan-rekan Anggota 

DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Yth. Sdr Anggota Forum Kordinasi Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Kakanwil, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan 

Swasta 

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD Provinsi Sumatera 

Barat 

Y th. Sdr. Sekda, Asisten, Tenaga Ahli, Kepala Dinas, Badan 

dan Biro dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Orm.as, LSM, rekan-rekan 

W artawan dan Hadirin yang kami muliakan 

Mengawali penyampa1an pendapat akhir ini, marilah 

kita semua bersyukur atas nikmat yang telah Allah 

SubhanuhuWata'ala berikan kepada kita sehingga pada hari 

ini kita masih dapat melaksanakan Rapat Paripurna dalam 

rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang: ' 

1. Pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Penjaminan 

Kredit Daerah. 

2. Penyelenggaraan Kearsipan 

Selanjutnya, marilah kita senantiasa mengucapkan 

solawat dan salam kepada Nabi Muhammamad SAW beserta 
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keluarga dan para sahabatnya, yang telah membimbing kita 

ke jalan yang lebih baik. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kam.i hormati 

Pada kesempatan yang berbahagia m1, Fraksi 

Perjuangan Reformasi mengucapkan terima kasih kepada 

pimpinan yang telah memberikan kesempatan kep.ada kami 

untuk menyampaikan pendapat akhir ini. 

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada 

rekan-rekan panitia pembahasan yang telah mempelajari dan 

membahas Rancangan Peraturan Daerah m1 dengan 

sungguh-sungguh dan penuh kebersamaan, sehingga pada 

hari ini sampailah pada tahapan pengambilan keputusan. 

Perlu kita sadari bahwa Peraturan Daerah merupakan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka 

menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang berfungsi untuk 

penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang­

undangan yang lebih tinggi. Kemudian dalam membentuk 

peraturan daerah yang baik harus didukung oleh metode 

yang pasti, baku dan standar. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati 

Dengan memperhatikan dan mempelajari jawaban dari 

sdr. Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi yang 

disampaikan pada rapat paripuma yang lalu serta laporan 

hasil panitia pembahasan, maka perkenankanlah kami 

menyampaiakan pendapat sebagai berikut: 
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A.RANPERDATENTANGPENDIRIANPERSEROAN 

TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH 

PROVINSI SUAMTERA BARAT. 

Terkait dengan ranperda tentang LPKD yang akan menjadi 

PT. Jamkrida nantinya menurut kami PT. yang oreantasinya 
ti':et-m \'r" e P\'f 

tidak propit atau belum l keuntungan untuk tahap awal 

namun lebih kepada pembinaan atau bimbingan baik dari 

segi permodalan maupun manajerial pada UMKM yang 

memuat teorinya Fexible (layak) tapi tidak bankable atau 

tidak cukup syarat mendapatkan akses ke perbankkan. 

Disitulah keberadaan PT. Jamkrida tersebut dan supaya 

sasaran tercapai luas yang dianggarkannya untuk itu tidak 

sia-sia dan bagi kita yang melegalkannya/menyahkannya 

tidak menjadi beban dan dosa politik dikemudian hari. Maka 

Fraksi Perjuangan Reformasi meminta kepada Pemda 

Sumbar dalam hal ini sdr. Gubernur Sumbar betul-betul · 

memperhatikan hal-hal yang kami sampaikan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 

2012 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa 

Perseroan terbatas perupakan persekutuan , modal, 

didirikan berdasarkan pe1JanJ1an, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang­

undang nomor 40 tahun 2007 tentang Per~roan 

terbatas. Oleh karena itu Fraksi Perjuagan Reformasi 
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menyarankan agar dalam pendirian PT. Penjaminan 

Kredit Daerah tersebut harus mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang telah kami 

sebutkan di atas. 

2. Tentang Direksi, 

• Direksi betul-betul sangat propesional, 

memahami dunia perbankkan dan ahli dibidang 

asuransi pertanggungan. 

• pengalaman kerja minimal 5 tahun 

• Mengikuti Fi.t and Proper Test yang dilakukan 

lembaga independen 

• Tidak terkontaminasi oleh partai politik tertentu 

3. Bahwa untuk UMKM yang berhak mendapatkan 

permodalan menurut kami harus tercatat dan 

terdaftar jelas pada dinas koperasi UMKM (by name 

by address) serta sudah beraktifitas minimal 3 · 

tahun. 

4. Untuk ketercapaian modal pada PT. Jamkrida 

sebesar 100 M sesuai aturan perundang-undangan 

yang berlaku, Fraksi kami menyampaikan formula 

sebagai berikut : 

• Tahun 2013 sebesar 25 m 

• 2015 sebesar 25 m 

• 2017 sebesar 25 m 

• Dan tahun 2019 sebesar 25 m 
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5. Selanjutnya kami juga berharap untuk suku bunga 

harus lebih rendah dari lembaga-lembaga yang 

melakukan usaha sama dengan PT. Jamkrida 

6. Fraksi kami menyarankan bahwa Perlu adanya 

sosialisasi yang transparan pada Pemerintah 

kab/kota dan mereka harus diikutsertakan dalam 

bentuk kepemilikan saham. 

7. Kehadiran LKPD menurut kami dapat berperan bagi 

pertumbuhan UMKM Sumatera Barat apabila dalam 

manajemen pengelolaannya baik dan dikelola oleh 

tenaga yang propesional, namun apabila kedua hal 

yang kami sebutkan di atas terabaikan maka kami 

khawatir LKPD rm ;nantinya justru menjadi 

"bumerang" bagi pemerintah dareah. 

8. Sensus 2006 menjelaskan bahwa jumlah usaha di 

sum bar ada sekitar 501 ribu unit, 90 persen · 

diantaranya pengusaha mikro. Oleh sebab itu Fraksi 

kami berharap dengan kehadiran LKPD ini nantinya 

pengusaha mikro kecil tersebut dapat terbantu 

sehingga mereka dapat berperan terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati 

B. RANPERDA TENTANG PERYELENGGARAAN 

KEARSIPAN 

Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan, Fraksi Perjuangan Reformasi 

berpendapat sebagai berikut: 
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1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bertanggungjawab, diperlukan 

adanya bukti kinerja penyelenggara Negara yang 

akuntabel dan otentik, sehingga dapat dilihat hasilnya 

secara nyata dan akurat. Oleh karena itu fraksi kami 

menyambut baik pengajuan ranperda ini namun kami 

menyarankan agar perda ini nantinya tetap menyacu 

pada Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. 

2. Selanjutnya kami berharap perda ini nantinya dapat 

menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang rapi dan 

lebih baik sehingga masalah yang terjadi selama ini 

terkait dengan kearsipan pada pemerintahan daerah 

provinsi sumatera barat dapat terminimalisir. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang ka.mi hormati 

Fraksi Perjuangan Reformasi menjunjung tinggi 
~ A"' m Y tl.\b 

komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan .~ .. 1 
~\ E Rv ~""'UC ~ 

perekonomian Sumatera Barat ke depan dengan pengajttan 

Ranperda pendirian PT. LPKD dan kepada sdr. Gubernur 

kami menyarankan agar selalu bersungguh-sungguh 

menjalankan komitmen tersebut dapat mewujudkan 

pembagunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 
·, 

kualitas kehidupan yang sejahtera dan lingkungan yang 

berm.anfaat bagi kom.unitas setem.pat dan masyarakat pada 

umumnya maupun Perseroan itu sendiri. 

Akhirnya, dari catatan yang kami kemukakan di atas 

maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 

Fraksi Perjuangan Reform.asi dapat menerima Ranperda 
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tentang Pendirian Perseroan terbatas LPKD Provinsi 

Sumatera Barat dan penyelenggaraan Kearsipan untuk di 

tetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

Demikianlah pendapat akhir ini kami sampaikan 

kepada Allah SWT kami minta ampun atas segala 

kekurangan dan kekhilafan. Atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 
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Wabillahitauji.qwalhidayah 

Assalam.u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Merdeka ....... ! 

Padang, 21 Desember 2012 
Fraksi Perjuangan Reformasi 

DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Sekretaris 

H. Ilson Chong, SE 

Wakil Ketua Anggota 

' 

\ 
Ir.~ Bachtul 
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FRAKSI PARTAI GOLKAR­
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jln. Khatib Sulaiman No: 87Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133 

PENDAPAT AKHIR 
FRAKSI PARTAI GOLKAR 

DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
TERHADAP 

RANPERDA TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN 
KREDIT DAN RANPERDA TENTANG · 

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

..;-.!,:;::?'/%"\~~-~ ..... ~-6 ,.........-: \\ 
.I.JlS._;\-' ~\~J ~ ..)"/ ~ 

Yang Kami Hormati: 

I 

:,.'. j t·: ,;.· 
;_;:: JS 
,·I, ,. 

)- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi 
Sumatera Barat. 

)- Sdr. Anggota Forum .Komunikasi PimpinF-_ Daerah ·· vinsi, 
Sumatera Barat. {_;~<f>'~'J;&_i~ ~Lrii-£ . · Ji' 

)- Sdri. Kepala Badan Pemeriksa K~~ Perwalfilan umatera / 
B~ . 

:» Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten,.; ,; ': Kepala 
Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pem~fintah iProvinsi. 
Sumatera Barat serta Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan 
BUMN/BUMD. 

> Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rek~-&~kan 1}V;,:rrtawan 
·,11 , dan hadirin yang kami muliakan. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati, 
' :;1, 

Marilah kita ucapkan puji clan syuk:ur kehaclirat Allah SWT yang 

telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. 

sehingga kita dapat· hadir diruang sidang yang terhormat ini 

.. 
' 



ct/M/111 /<.a?fa . 
Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Lembaga 

· Penjaminan . Kredit dan Ranperda tentang Penyelenggaraan 

Kearsipan. 

Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan selalu 

kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta 

keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang 

selalu Is~qomah hingga akhir zaman nanti. Amin. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati, 

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada 

Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada ,Fraksi · 

Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi pada · · 

Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar di ruangan yang terhormat 

lill. 

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada 

teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan 

kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk 

menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD 
I 

Provinsi Sumaterp.: Barat, semoga amanah yang diberikan ini 
! . ~ca~~~~ dengru.i . n~~;;i~t~~~' -~~ 

Bai. ~~~"· Ketua, ~~~"i~fl~urna, yan~ 
betba agia, O'f.cfi /> ~ 

1 
RANPERDA TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDI~ . ~ 
DAE~ (LKPD) 1 : 

Sebagaimana kita ketahui bahwa ranperda tent~~ LPKD ini 
' 

memang telah tertunda pembahasannya sejak dari., tahun 2011 
' 

hingga tahun 2012 ini, hal ini adalah karena lernbaga 
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penJam1nan kredit daerah ini dibiayai oleh keuangan daerah 

Provinsi Sumatera Barat melalui APBD dan kegamangan kita 
I 

semua terhadap kemungkinan tidak efektifnya lembaga tersebut 

untuk dari tujuan semula untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Sumatera Barat. 

Untuk itu sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir izinkan 

kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan adanya 

keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

pendirian LPKD di daerahnya, penyertaan modal dan 

pengajuan serta koordinasi UMKM penerima kredit yang 

akan dijamin dan agar dimasukkan dalam pasal-pasal · 

Perda ini secara konkrit. 

2. Dalam memberikan jaminan kredit betul-betul diberikan 

kepada orang yang membutuhkan dan mempunyai itikad · 

baik setelah melalui rekomendasi dari wali nagari dan 

cam.at yang 'J::>ersangkutan dan harus dihindari dari 

kepentingan-kepentingan politik dari manapun datangnya. 

3. Kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan dalam 

menentukan yang akan duduk sebagai komisaris dan 

Direksi LPKD diseleksi oleh Tim yang anggotanya terdiri 

dari anggota DPRD 2 orang, Pemda 1 orang, Perguruan 

Tinggi 1 orang dan Independen 1 orang. 

RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN , 

Setelah kami Fraksi Partai Golkar memahami persoalan. 

m~ngenai kearsipan di Sumatera Barat dan membandingkan 

dengan daerah lain maka kami berkesimpulan bahwa 

pengelolaan kearsipan Pemerintah Provinsi Sumatera . Barat 



sangat memprihatinkan kita untuk itu sebelum Ranperda ini 
' 

disahkan kami menyampaikan saran dan usul sebagai berikut: 

1. Karena menurut kami Fraksi Partai Golkar arsip ini adalah 

sangat penting maka setelah Ranperda tentang. 

Penyelenggaraan Kearsipan ini kita tetapkan maka kami 

sarankan Sdr. Gubernur dapat mengalokasikan dana yang 

signifi.kan untuk tempat penyimpanan dan pengelolaan 

arsip yang sesuai dengan standar seperti daerah lain. 

2. Diharapkan kepada Sdr. Gubemur untuk menempatkan 

personil yang betul-betul berkualitas dan sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya dibidang kearsipan untuk 

menjadi Kepala dan Staf di Badan yang mengelola arsip 

tersebut sehingga betul-betul mengerti dan mampu 

menyelesaikan persoalan kearsipan tersebut, ini untuk 

menepis anggapan bahwa orang-orang yang ditempatkan 

pada Badan tersebut merupakan orang-orang buangan dari 

SKPD lain. 

3. Kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan staf yang 

menanga,n1 masalah arsip tersebut diberikan tunjangan 

fungsional khusus sehingga dapat bekerja secara' 

profesional dan senus untuk mengelola kearsipan m1 

dengan baik. 
I , 

4. Kami dari Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan kepada 

semua SKPD yang berada dijajaran Pemerintah Daerah 

. Provinsi Sumatera Barat untuk menata kearsipan 

dilingkungannya masing-masing dan menyerahkan satu 

rangkap hard copy dan soft copynya ke Badan arsip dan 

perpustakaan untuk disimpan sebagai antisipasi segala 

kemungkinan yang terjadi. 



Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan, . 

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 

Fraksi Partai Golkar dapat 
I 

menyetujui Ranperda tentang 

Lembaga Penjaminan Kredit dan Ranperda tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan untuk ditetapkan dengan 

Keputusan DPRD, Semoga Allah SWT meridhoi-Nya. 

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, InsyaAllah . 

apa yang kita tetapkan hari ini bermanfaat bagi kepentingan 

dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, terima kasih 

atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata 

yang kurang berkenan. 

Wabillahittaufiq Walhidayah 

FRAKSI PARTAI GOLKAR 
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DE\VAN PER\A/AKILA.N RAKYAT DAER/\H 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 
Jin. KhatibSulaiman No. 87 Telp.0751- 7057591 Ext.190 

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DALAIVI RANGKA. PENGAMJBILAN KEPUTUSAl~ TERHADAP 

RAl~CANGANPERA TURAN DAERAHPROVINSI SUl\tlA TERA BARA T 

1 Tentang 

1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAIVIIN KREDIT 
DAERAH PROVINS! SUMATERA BARA T. 

2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN . . 

Assalamualaikum W arahmatullahiW abarakatuh. 

Yth.Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 
' 
Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr. Forum Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggidan Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Suma.tern Barat. 1 

Yth.Sdr. Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah/ StafAhli/ Asisten/ KepalaDinas/Badan/ 

Kepala Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah -

Provinsi Sumatera Ba.rat. 

Yth.Sdr. Ketua Partai PoJitik tingkat Sumatera Ba.rat yang hadir. 
' 

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang 
berbahagia. 

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. Hadirin dan hadirat yang kami hormati. 
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Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 

telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat 

hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat,dalam angka 

Pengambilan Keputusan terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barnt. 

Shalawat beriring Salam di
1
sampaikan untukJ unjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAWdengan · ucapan" AUahHummaShalli Ala Saiyidina 

Muhammad, Wa ala Ali Muhammad "yang telah mewariskan untuk kita 

pedomani yaitu Al Qur'an dan Sunnah asulluflah, sebagai pegangan hidup kita 

semua untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. 

Izinkan kaini mengucapkan terimakasih yaffg sebesar-besarnya kepada 

pimpinan sidang,Pimpinan Dewan clan sdr.Gu~rnur yang telah memberikan . 
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai 

Demokrat terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Bai·at , yai tu 

1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJ.AMIN KREDIT 
DAERAH PROVINS! SUMATERA. BARAT. 1 

2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN. 

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan. 
Setelah mendengar, membaca clan memperhatikan Penyampaian 2(clua} 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Laporan Panitia 
Pembahasan Ranperda DPRD Provinsi Smnatera Barat clan hasil rapat gabungan 
Komisi tanggal).\ Desember 2012 Fraksi Partai Demokrat menyampaikan 
beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam 
membahas dan mengambil keputusan terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah 
menyebutkan ,bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yar1g .. 
luas, nyata dan bertanggungjawab serta Penyelenggaraan Pemerintahan 
,Pembangunan dan Pem.berian Pelayanan kepada Masyarakat secara 
Efektif dan Effisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah, dilaksanakan oleh 
Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan-Peraturan Daerah . 
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,· .. 
. 

Peraturan PemerintahNomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkllt 

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun2007 yang 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 
2010 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, 
secara jelas menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat 

dilakukan perubahan sesuai dengan nilai bobot daerah. 

2. Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah. Dan Peraturan Presiden No.2 tahun 2008,tentang Lembaga 

Penjamin K.redit dan Peraturan :tvlenteri Keuangan No.99/Pl\1K.010/2011, 
tentang Pen1sahaan Penjamin K.reditdan Pen1sahaan penjamin ulang 

Kredit. Sehingga perlu Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit 

Daerah Provinsi Sumatera Barat. 
Fraksi Partai Demokrat berpendapat 
A. Bahwa dalam membantu perkembangan U saha _Milrro, kecil dan 

rnenengah (U1\1KM) yang membutuhkan modal sedangkan kemampuan 

~mtuk memberikanjaminan atas kredit yang yang akan diberikan sangat 
terbatas perlu adanya lembaga yang dapat membantu illv1KM 

mendapatkan kredit. 
B. Untuk illv1KM yang diberikanjaminan ,kami Fraksi Partai Demokrat 

mengharapkan Pemerintah Daerah melalui SKPD-SKPD terkait agarv 

tetap melakukan pembinaan,pengawasan dan monitoring secara 

berkesinabungan,sehingga UMKM tersebut bias4berkembang dengan 

bail< dan akhirnya akan mengurangi kemungkinan )lgagal bayar. 
C. P.T Penjatmn Kredit berpotensi rugi karena aktivitas perusahaan 

menjamin kredit yang beresiko gagal bayar$ sehingga kehati-hatian dan 
pengawasan yang sist9atis, sangat diperlukan dan penetapan direksi · 

dan manajemen harus personil yang professional dibidangnya. 

D. Karena illv1KM banyak tersebar di Kabupaten/Kota kami Fraksi 
Partai Demokrat mengharapkan Pemerintah \,Daerah Propinsi 

Sumatera Barat selalu mlaksanalqm kordinasi dan sinkronisasi dalani 
pembinaan dan pengawasan terhadasp UMKM . 

E. Berpengalaman dengan BUJ\ID yang telah ada bertahun-tahun belum 

biasu menyerahkan sisa keuntungannya kepada Pemerintah Daerah 
apalagi dengan PT Penjamin Kredit yang ban1 didirikan de1:1gan 

dukungan dana yang relative besars ebesar Rp.25.000.000.000.-maka 

sangat perlu kehati-hatian Pemerintah Daeral1 dalam 1nengawal 
jalannya lembaga Penjamin kredit ini. 

3. Undang-Undang No.43 tahun 2009,tentang Kearsipan dan Peraturan 
Pemerintah No.28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan U.U. No.43 tahun 

2009 ,menghendaki pengelolaan kearsipan yang efisien, efektif dan 
sist;im.atis oleh suatu lembaga kearsipan daerah. 
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Fraksi Partai Demokrat berpendapat : 
a. Dengan ditetapkan Peraturan Daereah tentang penyelenggaraan 

kearsipan perlus segera ditetapkan Peraturan Gubemur sebagai 

pedoman pel.aksanaannycl. 
b. Arsip terhadap asset daerah merupakan dekomen penting yang han1s 

ditata dengan baik. 

Demikianlah beberapa pendapat Fraksi Partai Demokrat DPRD 
Provinsi Sumatera Barat terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertin1bangan dalam menetapkan 
Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut. 

Dengan mengucapkan" Bismillahirrahmanirrahim" kami Fraksi 

Pa:tiai Demokrat dapat menerima dan menyetujui 2(dua) Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Ditetapkan menjadi Peraturan 
paerah Prorovinsi Sumatera Barat . 

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kami mohon dimaafkan dan atas 
perhatiannya kami mengucapkan terimakasih. 

BillahiTaufikWalhidayah, Wassalammualaikum.Wr.Wo. ' 

Padang 21 Desember 2012. 
FRAKSIPARTAIDEMOKRAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERt\H 
PROVINS! SUMATERA BARAT, 

Sekreta ris, 

I 

H.SUWIRPEN SUIB 

Jurubicara. 
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FRAKSrPARTAL PERSA'FUAN PEMBANGUNAN; 
ob~--:::- ?'.'?-" IJ r,-<_ I~ I~ ~======(==c5,,'I~~====.:..;__,_~:....:,::~ 

'Pendapat Akhir 
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barnt 

Terhadap 2 (Dua) Ranperda Tentang: 

(1) PT Penjaminap Kredit Daerah 
(2) Penyelenggaraan Kearsipan 

Disampaikan pada Rapat Parip1m1a DPRD 
Provinsi Sumatera Barnt tanggal 21 Desember 2012 

Puji syukur 1narilah saina-saina ~ita aturkan kehadirat Allah SVlT, 

karena berkat ridha dan kanmia-Nya kita diberi nikinat kesehatan dan 

· kekuatan untuJ( dapat 1nenghadiri Rapat Paripun~a hari ini, dengan agenda 

. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 2(Dua) Ranperda 

terse but diatas. 

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita 

kirin1kan bagi junjungan )dta Nabi besar Muhainrnad SA Vl, )'ang telah 

n1engangkat derajat n1anusia 1nenjadi insan kainil dimuka burni ini, clan 

· kehacliran beliau sebagai pen1bavva rahmat untuk sekalian alain. 
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Yth. Sdr. Guben1ur Smnatera Barat 

Sdr. Pi1npinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Smnatera Barat 

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pi1npinan Daerah Provinsi Smnatera 

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Smnatera Barat dan Ketua 

Pengadilan Tinggi Againa Srnnatera Barat 

Sdr. Ketua BPK RI Penvakilan Srnnatera Barat 

I 
Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para As is ten, Kepala Din as, Badan, 

Kantor, Biro, Le1nbaga Provinsi Sumatera Barat, \,Vartawan dan 

Hadirin yang berbahagia 

Terlebih dahulu kaini dari Fraksi PPP n1engucapkan teri1nakasih 

, kepada pi1npinan sidang yang telah 1ne1nberikan kese1npatan kepada 

Fraksi PPP untuk 1nenyainpaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 2(Dua) 

Ranperda Yaitu (1) Ranperda Tentang Le1nbaga Penjaininan Kredit (2) 
' 

.·. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. 

· Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

1. Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan 

Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Fraksi PPP berpendapat bahwa pendirian PT penJain111an Kredit 

. Daerah 1nerupakan wujud nyata keberfihakan kita kepada UMKM yang 

selaina ini masih belmn terbina secara opti1nal. 
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Oleh karena itu, upaya untuk 1nemberikan jaininan kepada UMKM 

yang 1ne1nbutuhkan 1nodal n1elalui perbankan tentu akan mendorong 

~ 

. pertumbuhan U11KJYI di Sumatera Barat. Sehingga· pada gilirannya dapat 

·1nengentaskan kemiskinan, men1buka lapangan kerja dan lapangan usaha. 

Sebagain1ana diketahui bahwa U1Y1Ktv1 telah banyak berperan dalan1 

· n1e1nberikan kontribusi untuk pendapatan daerah. UMKM menurut hemat 

·kan1i 1nerupakan pilar perekon1onian nasional yang 1nampu bertahan 

1nenghadapi badai krisis ekonomi yang 111elanda negera kita pada tahun 

1997 J'ang lalu. Bagi kita diSu1natera Barat, UMKM identik dengan soko 

guru ekono1ni sebab 111ayoritas 1nasyarakat didaerah ini bergerak dalan1 

sector UMKM. 

Jvlasyarakat Smnatera Barat adalah 1nasyarakat yang me1npunyai 

ll 
1ninat, bakat, dan keterampilan dalarn. UMK.1\1. Hal itu bisa dilihat dari 

· keberadaan 1nereka yang berd01nisili di kainpung halaman 1naupun 

diperantauan. Nainun sangat ironis, banyak dari ··mereka yang seharus nya 

· dibina dan dibantu oleh Pe1nerintah, sering 1nendapat perlakukan yang 

tidak wajar, seperti pedagang kaki lima. Mereka sering digusur dan 

te1npat-tempat usaha 1nereka diporak-porandakan, hanya karena dipandang 

rnengganggu. keindahan kota. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah 
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dengan jalan mencari solusi terbaik seperti 111isalnya me1nindahkan 1nereta 

kelokasi-lokasi yang lebih strategis, diberi bantuan dana dan dibina 

111anaJe1nennya. 

Memperhatikan kondisi seperti itu 1naka pendirian PT. Penjaininan 

Kredit Daerah adalah salah satu solusi yang 1nenggairahkan. Kan1i n1elihat 

bahwa sekaranglah waktunya kita 1ne1nberikan perhatian yang sungguh-

·. sungguh untuk n1engatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh n1ereka 

yang bergerak pada sector UMKJ'vf. Terutama dalain 1nengatasi kesulitan 

mereka 1nendapatkan pinjarnan kredit sebagai 1nodal bagi penge1nbangan 

usaha 1nereka. 

Fraksi PPP sependapat dengan pihak eksekutif bahwa bunga kredit 

terhadap UMKM disubsidi oleh Pemerintah. Sedangkan jmninan atau 
\ 

kolateral disediakan oleh Pe1nerintah Daerah 1nelalui PT Jaininan Kredit 

Daerah yang tentu dilakukan berdasarkan persyaratan, ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 

Dalam konteks tersebut, kaini 111enyarankan agar UMKM yang akan 

diberi jaininan kreditnya haruslah 1nereka yan~ benar-benar layak dan 

diperkirakan n1a1npu n1engembang'an usaha nya. Hal ini sekaligus 
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bertujuan untuk 1nendorong pelaku UMKM bisa 1nembenahi dirinya 

menjadi entrepeniur-entreneniur yang ulet, jujur dan profesional 

Kaini yakin bahwa Pendirian PT Penjaininan Kredit Daerah akan 

1nenghapuskan praktek-praktek rentenir yang secara terselubung devvasa 

ini n1asih banyak 1nelilit 111asyarakat kita. Agar peran clan fungsi PT 

Penjaininan K.redit Daerah ini rnendapat dukungan yang luas, maka Sudara 

' 
Guben1ur diharapkan melakukan sosialisasi tentang gerak Operasional 

. kedepan. Dengan de1nikian, Pemerintah Kabupaten/Kota tentu akan bisa 

terlibat langsung sebagai stake holder. Misalnya sosialisasi tersebut 

dilakukan dalain bentuk si1nulasi Operasional teknis, si1nulasi koordinasi 

. - dengan kab/kota dan sin1ulasi masyarakat pengguna. Dengan berbagai 

_ Si1nulasi tersebut, se1nua pihak akan 1nendapat gambaran yang konstruktif. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Fraksi PPP 111endorong agar keberadaan PT Penjaminan Kredit 

Daerah ini nantinya bisa 111enjawab persoalan-persoalan pe111biayaan yang 

n1enjadi kebutuhan 1nasyarakat secara luas, ten1ta1nmf yang bergerak di 

sektor UT\1KM sehingga berkemban~ dalain bentuk ekonon1i kerakyatan 

yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDRB dan Intern£ 

Perkapita di Sun1atera Barat. 
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Bila kita bandingkan usaha pen1erintah yang telah me1nberikan toflhui:vi 

likulitas Bank Indonesia (BLBI) kepada para pengusaha besar yang 

.... ju1nlahnya lebih kurang 30 Triliun dalarn rangka 1nenghadapi resesi 

ekonomi) 1naka usaha kita ·.mendirikan PT Penjaminan Kredit Daerah 

dengan 1nodal disetor sebesar 25 Miliyar untuk n1e1nbantu UMKM di 

Sun1atera Barat, tentu uang sebesar itu belum berarti apa-apa. Nainun, 

.· ka1ni yakin bahwa dari segi moral, kita 
1
jauh lebih hebat. Coba bayangkan, 

BLBI yang lebih kurang 30 Triliun tersebut hanya dinikmati oleh segelintir 

pengusaha besar, yang sebagian dari mereka juga 'tidak bennoral. 

BLBI yang 1nereka terima tersebut hanya di1nanfaatkan untuk 

kepentingan 1nereka sendiri, dan bahkan ada yang 1nelarikannya keluar 

negeri, sehingga Negara tercinta ini dirugikan triliunan rupiah. Se1nentara 

kita n1endirikan PT Penjarninan Kredit Daerah dengan n1odal stor 25 

l\1iliyar dapat 1ne1nbantu ribuan UMKM yang selarna ini telah banyak 

berbuat bagi kepentingan Perekono1nian Daerah. 

Oleh karena itu Fraksi PPP 1nendukung terbentuknya PT Penjaininan 
', 

\ 

Kredit Daerah yang Ranperda sebagai landasan hukrnn pendiriannya 

sedang kita bicarakan ini. 
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Sdlr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Setelah 1ne1nperhatikan dan n1en1pelajari secara seksaina Ranperda 

tentang Pendirian PT Penja1ninan K.redit Daerah, 1naka kan1i 111engucapkan 

teri1na kasih dan apresiasi kepada Panitia Khusus dan se1nua pihak yang 
l 

, telah terl i bat didalain pe1nbahasan dan penyempun1aannya. 

\ 

Begitu juga pe1nbahasan yang dilakukan telah sesuai dengan 

1nekanis1ne yang diatur dalain Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, 

111.aka dengan n1engucapkan Bisniillahirrahmanirrahim Fraksi PPP dapat 

rnenerima Ranperda tentang PT Penjan1inan Kredit Daerah untuk dijadikan 

Peraturan Daerah. 

2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan I{earsip~n 

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati 

Menurut Undang-undang no1nor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

· di1nana pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristivv"a dalan1 

·berbagai bentuk dan 1nedia sesuai dengan perke1nbangan. teknologi 

· infonnasi dan ko1nunikasi yang dibuat dan diteri1na oleh len1baga Negara, 

pe1nerintahan daerah, le1nbaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

. organisasi ke1nasyarakatan dan perorangan dalan1 pelaksanaan kehidupan 

. 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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' .. 
Dari pengertian ars1p itu, Kami menyaclari bahwa arsip sangat 

berfungsi sebagai sumber infor111asi yang otentik, akurat yang n1e1npunyai 

.arti penting dan strategis. Arsip juga hanls dipandang sebagai faktor yang 

· mampu 1nen1bangun jati diri, identitas dan disiplin nasional. Dalain kaitan 

Oitu, kami merasa opti1nis bahwa penyelenggaraan Kearsipan secara 

siste1nik akan dapat n1endukung terwujudnya penyelenggaraan 

Pe111erjntahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan 

. 
public. Sehubungan clengan hal itu, kmni 1nengucapkan terimakasih pada 

. Saudara Gubernur yang telah 1nenyainpaikan Ranperda tentang · 

Penyelenggaraan I(earsipan sebagai tihdak lanjut pelaksanaan PP Nomor 

28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan IUndang-undang Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan. 

Hal itu juga sekaligus untuk merefisi Perµa No1nor 3 Tahun 2005 

· tentang Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pernerintah Provinsi 

Sun1atera Barat. 

Untuk n1ewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan 

bertanggungjawab, tentu masalah Kearsipan haruslah dtiadikan sebagai hal 

yang sarigat strategis dalain rangka 111engevaluasi bukti kinerja aparatur 

Negara yang akuntabel, ottentik dan akurat. Penyelenggaraan Kear1ipan 

yang baik akan 1nendukung proses dan 1nekanisn1e ad1ninistrasi 
\ 
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penyelenggaraan Pe1nerintahan. Dalain kaitan itu, Pemerintahan Daerah 

sebagai suatu institusi han1s 1ne1npunyai system Kearsipan yang rapi, 
. 

terpelihara dan lestari dalan1 kunm waktu yang dibutuhkan. Disan1ping itu 

· Penyelenggaraan Kearsipan han1slah berada dalan1 suatu systen1 yang 

terencana, baku dan bennanfaat dalan1 Penyelenggaraan Pen1erintahan, 

.··. Pendidikan, Politik, Kemasyarakatan, dan bahkan hams dipandang penting 

sebagai dasar pengambilan keputusan dalain organisasi apapun. 

Kami berpendapat bahwa Pen1erintahan Daerah dan berbagai 

I 
institusi lainnya harus perperan dalain penyelenggaraan, penciptaan, 

\ 

pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya 

secara tertib dan transparan kecuali bagi arsip yang 1ne1nang berkualivikasi 

sebagai rahasia Negara. Hal itu di1naksudkan agar arsip bisa 1nenjadi 

.· su1nber inforn1asi, acuan, dan bahan pe1nbelajaran bagi masyarakat, 

bangsa dan Negara. Dalain kaitan itu, agar sen1ua stake holder kearsipan 

1nerasa opti1nis bahwa tugas-tugas pe1neliharaan kearsipan 111erupakan 
.. 

.. . tugas. mulia dan stategis. Hal ini kaini ken1ukakan1 karena kan1i sering 
. I ~ 

dl. ~h~c, i J.p.a, 
111eliha~di1nana para pejabat structural tennasuk arsiparis seolah-olah tidak 

punya kepercayaan diri dan bahkan 1nenganggap posisinya di institusi 

kearsipan tidak secemerlang posisi mereka yang berada di institusi lainnya. 
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Berdasarkan pemikiran tersebut kaini 1nengharapkan agar saudara 

Guben1ur 1nemberi 1notifasi dan insentif khusus kepada apparatur 

Pe1nerintahan Daerah yang bekerja dalan1 lingkup institusi kearsipan. Hal 

. itu sekaligus sebagai bentuk pe1nbinaan dan pengembangan Sumber Daya 

' ' ~ 

·rv1anusia Kearsipan, pe1nbinaan karier pegawa:i serta peningkatan 

kesejahteraan dan jaininan kesehatan. Tvienun1t hemat kami mereka harus 

· juga diberi tmnbahan tunjangan sesuai dengan ke1nan1puan keuangan 

.. daerah. Disamping itu} tentu sarana dan prasarana kearsipan han1s 

. · representative dan 1nenyenangkan. 

Setelah 111e1nperhatikan dengan seksan1a dan 1nelakukan pe1nbahasan 

secara konfrehensif Ranpertla tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang 

telah disen1pumakan oleh pansus DPRD dan berbagai pihak yang ikut 

terlibat 1nendukungnya, 1naka dengan 1nengucapkan 

Bismillahirrahnzanirrahim Fraksi PPP dapat 111eneri1na Ranperda tentang 

Penyelenggaraan K.ersipan ini untuk dj tetapkan 1nenjadi Peraturan Daerah. 

De111ikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP terhadap Ranperda tentang PT. 

Penjan1inan Kredit Daerah dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan 
- . 

K.ersipan. Kan1i 1nohon 1naaf bila dalam penyainpaian Pendapat Akhir 

Fraksi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terin1a kasih atas 

perhatiannya. 
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Billahit taufik wal hidayah 

f 
Padang, 21 Desember 2012 
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a 
PAN 

PENDAPAT AKHIR 
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TERHADAP 
1. LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH 
2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

Disampaikan Oleh: 
Padang; Jumat # 21 Desember 2012 

' !j * .. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua don seluruh Anggota DPRD 

Propinsi Sumatera Barat; 

Yth. Saudara BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat; 

Yth. Saudara Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi, don Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat; 

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan , Asisten, Staf 

Ahli, Kepala Dinos, Badon, Biro don Kantor di lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri don Swasta; 

Yth. Pimpinan Partai Politik, Wartawan media cetak don 
I 

elektronik serta hadirin yang berbahagia. 

Mengawali penyampaian akhir ini. marilah kita panjatkan puji . 
don syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat, 

lnayah don hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir 
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dalam siding paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat 

wal afiat dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi 

terhadap pengambilan keputusan terhadap 2 (duo) Ranperda 

tentang: 

1. LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH 
2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

Salawat don salam kita sampaikan kepada junjungan kita 
I 

Nabi Besar Muhammaq Saw yang telah memberikan arah don 

tuntunannyakepada umat mantJsia untuk kebahagiaan di dunia 

don diakhirat melalui Al Qur' an don Sunnah Nya . . 
Kami Fraksi · Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya 

mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah 

memberikan kesempatan kepoda kami untuk menyampaikan 

Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi 

Sumatera Barat terhadap 2 Ranperda . 

Saudara Gubernur,Pimpinan don anggota Dewan serta Undangan 
yang kami Muliakan 

Dalam kesempatan ini izinkan juga kami merhberikan 

apresiasi kepada panitia Khusus kedua Ranperda tersebut yang 

telah bekerja dengan maksimal tampa mengenal lelah walau 

dengan waktu yang terbatas . Mudah-mudahan menjadi Amal 

ibadah bagi mereka . Selanjutnya pada kesempatan ini kami dari 

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga perlu menyampaikan 

Kritikan, Saran, don Pendapat akhir sebelum dilakukan 

pengambilan Keputusan sebagai berikut : 

I. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) 

.. 2 .. 



--., 
' 

1 . Setelah melihat peraturan Perundang-Undangan yang 

berhubungan dengan ranperda seperti : 

a. Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam penjelqsannya 
I 

menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan 

otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan 

don pemerataan kesejahteraan masyarakat diseluruh 

wiloyah daerah, 

b. Undong - Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro Kecil don Menengah mengamanatkan kepada 

daeroh untuk dapat memberikon penjaminon kepada 

kelompok usaha yang membutuhkan. Pada posal 7 

dinyatakon bahwa " Pemerintoh don Pemerintoh Daerah 
\ 

menumbuhkon iklim usoha ·; dengan menetapkan 

perundang-undangon don kebijokan yang meliputi 
' 

ospek pendanaan, sorana prasarona, informasi usaha, 

kemitraan, perizinan serta dukungan kelembogaan. 

Selanjutnya posal 23 menyatokan untuk meningkotkan 

akses Usaha Mikro Kecil don Menengoh terhadop sumber 

pembiyoon, Pemerintah don Pemerintah Daerah 

melokukon dengan 

cora Menumbuhkon, mengembongkan don memperluas 

jaringon kelembagaan keuangan bukan Bank, 

Menumbuhkan, mengembangkan don memperluas 

jangkauon lembaga penjominon kredit, Membeiikan 

kemudohon don fasilitosi dolam memenuhi persyarotan 

untuk memperoleh pembioyoon 
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• 

c. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas pada pasal 7 ayat (7) menyatakan bahwa 

ketentuan yang mewajibkan perseroan Terbatas didirikan 

oleh 2 (duo) orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero 

yang sahamnya dimiliki oleh Negara, perusahaan yang 

mengelolah bursa efek, lembaga kliring don penjaminan, 

lembaga penyimpanan don penyelesaian don lembaga 

lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar 

modal.Hal itu juga diatur dalam 

d. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2008 tentang 

Lembaga Penjaminan don lmpres no. 7 tahun 2007 

tentang kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil 

don Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil don Menengah, 
I 

e. Peraturan Menteri Keuongan nomor 99/PMK.010/2011 

ten tang Perubahan I A tas Permenkeu nomor 

222/P MK.O l 0/2008 ten tang Perusahaan penjaminan 

Kredit don Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. 

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas 

Fraksi Amanat Nasional (PAN) sangat mendukung 

ditetapkannya Perda Pendirian PT. Penjamin Kredit Daerah ini , 

Sebab hal itu akan berdampak positif bagi usaha mikro kecil, 

don menengah (UMKM) don Koperasi di Sumatera Barat. 

Selama ini UMKMK dalam mendapatkan kredit sulit diberikan -
I 

perbankan. LPKD ini menurut Fraksi Partai Amanat N'asional 

(PAN) sangat bogus untuk UMKM. Karena ini akan mampu 

mengembangkan perekonornian bagi masyarakat. LPKD juga 
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• 
I 

dapat mempercepat untuk mengatasi kemiskinan, pengang-

guran don perekonomian masyarakat Sumatera Barat yang 

banyak bergerak di sektor informal. 

3. Di samping itu juga perlu kami sampaikan disini bahwa banyak 

UMKMK kurang berkembang sebagai dampak dari 

kekurangan permodalan atau bisa karena sebab lainnya. Dan 

dalam pelaksanaannya jaminan untuk kredit non produktif 

juga perlu diwaspadai agar tidak membuat masyarakat 

konsumtif. 

4. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam t,al ini 

menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat 

melalui UMKMK lebih membuka peluang kepada keterlibatan 

kab/kota ,UMKM ado di Kabupaten don Kota yang semuanya 

berjumlah 934.609 UMKMK. karena. kita tahu bahwa Usaha 

Mikro Kecil don menengah & Koperasi basisnya di dalam 

ranperda ini. 

5. Fraksi Partai Amanat Nasional dalam hal int juga 

menyarankan beradaan LPKD ini hendaknya bukan hanya 
~ 

dimodali oleh pemerintah Provinsi tetapi juga oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat .karena keberadaan LKPD 

ini nantinya akan berdampak pada peningkatan UMKMK 

yang berbasis di Kab/Kota Nantinya_. Dalam hal ini tentu 

mereka akan menyertakan modal karena ado untung yang -

menjanjikan don PT. Penjaminan Kredit Daerah ini kelak don 

kemanfaatannya benar benar dirsakan oleh kab/Kota 
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sebagai upaya untuk meningkatkan perekomo,ian 

masyarakatnya. 

6. Berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia untuk Sumatera Barat 

sampai tahun 201 O tingkat Kredit Macet (NPL) yang dikucurkan 
.. 

oleh Bank-bank penyalur kepada UMKM melalui program KUR 

masih dibawah target indikatif, yaitu berkisar di angka 2,4% 

sedangkan NPL yang ditargetkan Bank Indonesia sekitar 5 % 

artinya UMKM di Sumatera Barat masih patuh don toot 

menyelesaikan kewajiban dengan pihak Bank. Kondisi ini 

dapat dijadikan referensi pendirian PT. Jam.krida tersebut 

nantinya, karena dapat mendorong UMKM berkembang lebih 

baik maka perlu difasilitasi akses pembiayaan Bank dengan 

Penjaminan Kredit dari pemerintah Daerah. 

7. Selanjutnya fraksi Partai Amanat Nasional menaruh harapan 

yang besar kepada Pemerintah Propinsi supoya 

menempatkan orang-orang yang professional di bidang 

perbankan don penjaminan perkreditan yang dipilih melalui 

seleksi yang cukup ketat oleh tim lndependen untuk 

ditempatkan sebagai komisaris don direksi dari PT.Jamkrida ini 

nantinya. 

II. Penyelenggaraan Kearsipan 

l. Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung perubahan 

perda no 3 tahun 2005 tentang penyelenggaarn kearsipan, 

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan 

berasaskan pada kepastian hukum, keautentikan don 

keterpercayaan, keutuhan, asal usul (principle of 

6 



• 

provenance), aturan asli (principle of original order), 

keamanan don keselamatan arsip, 

2. keprofesionalan SOM kearsipan, keresponsifan, 

keantisipatifan, kepartisipatifan, partisipasi masyarakat, 
I 

akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, don kepentingan 

umum.yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan 

perundang-undangan. ( UU no 4~ Tahun 2009 tentang Asas-. 
asas penyelenggaraan kearsipan don Peraturan Pemerintah 

no. 28 tahun 2012) 

3. Pada kesempatan ini Fraksi Partai Amanat Nasional sangat 

mendukung bahwa Penyelenggaraan kearsipan 

dilaksanakan berdasarkan landasan hukum don selaras 

dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, don 

keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini 

memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang 

menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelengbara'an 

negara didasarkan pada hukum yang berlaku. 

4. Fraksi Partai Amanat Nasionol (PAN) juga sangat mendukung 

Penyelenggaraan kearsipan harus diselenggarakan don 

berpegang pada asas menjaga keaslian don 

keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai 

bukti don bahan akuntabilitas. 

5. Disamping itu fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga 

menyarankan supaya Penyelenggaraan kearsipan harus -

menjaga kelengkapan arsip dati upaya pengurangan, 

penambahan, don pengubahan informasi maupun fisiknya 

yang dapat mengganggu keautentikan don 
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keterpercayaan arsip don dilakukan untuk menjago arsip 

tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip 

(provenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal 

dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada 

konteks penciptaannya. 

6. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada kesempatan ini 

juga menyarankan agar pemerintah daerah dalam 

melaksanakan kearsipan ini tetap memegang asas kearsipan 

yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai 

dengan pengaturan aslinya (origJnal order) atau sesuai 

dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. 

7. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan maka 

penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan 

keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran don 

penyalahgunaan informasi oleh penggund yang tidak 

berhak don penyelenggaraan kearsipan harus dapat 

menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya 

baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan 

manusia. 

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan bahwa 

Penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber 

daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di 

bidang kearsipan serta penyelenggara kearsipan juga harus -
I 

tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain 

yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila terjadi 

suatu sebab kehancuran, kerusak?n atau hilangnya arsip, hal 
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ini harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap 

berbagai perubahan don kemungkinan perkembangan 

9. Pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa don bernegara. 

Perkembangan berbagai perubahan dalam 

penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan 

teknologi informasi, budaya, don ketatanegaraan. 

1 O. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan kepada 

pemerintah provinsi dalam Penyelenggaraan kearsipan harus 

memberikan ruang untuk peran serta don partisipasi 

masyarakat di bidang kearsipan don harus memperhatikan 

arsip sebagai bahan akuntabilitas don harus bisa 

merefleksikan kegiatan don peristiwa yang direkam serta 

dapat memberikan manfaat bagf.kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, don bernegara di Sumatera Barat, don dapat 

memberikan kemudahan, ketersediaan don keterjangkauan 

bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip. 

11. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan juga 

bahwa dalam menyelenggakan kearsipan dilaksanakan 

dengan memperhatikan kepentingan umum don tanpa 

diskriminasi. 

Saudara Gubernur,Pimpinan dan anggota serta Undangan yang 
kami Muliakan 

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas ,maka fraksi 

Partai Amanat Nasional dengan memohon Ridho Allah Swt don 

dengan mengucapkan "Bismillahhirahmaanirrahiim" dapat 

Menerima dan menyetujui terhadap 2 Rancangan Peraturan 
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daerah (Lembaga Penjaminan Kredit Daerah don 

Penyelenggaraan Kearsipan) untuk dijadikan Peraturan Daerah. 

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional 

(PAN) ini kami sampaikan, bila terdapat sesuatu yang kurang 

tepat dalam penyampaiannya kami mohon dimaafkan don atas 
I 

segala perhatian kami ucapkan terima kasih , Semoga Allah Swt 

senantiasa meridhoi amal usaha kita. Amin 

Padang, 21 Desember 2012 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 

KETUA 

)f 
Hj. ARTATl,SH 

H.Mhd. Asli Chaidir 
Muzii M.Nur,S.Pd 
Indra Dt.Rajo Lelo,SH,MM 
lr.lsrar Jalinus 

SEKRETARIS 

Hj. LELA PUJIANTI 

: Penasehat Fraksi 
: Wakil Ketua Fraksi 
: Bendahara Fraksi 
: Anggota Fraksi. 
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PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HANURA 

TERHADAP ' 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

Tentang 

1. Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) 
2. Kearsipan 

Di BACAKAN OLEH 

H. M. TAUHID 
I 



ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB. 

BISMILLAHHIRAHMANIRRAHIM. 

YTH. SOR. 

® GUBERNl:tR DAN WAJ{IL GUBERNUR SU MATERA BARA T 
I 

0'- KE-T"UA; · WAKTL KETUA DAN ANG GOT A DPRD PROVINS! 

SUMATERA BARAT. 

o MUSPIDA, --KETUA PENGADieAN TIN~GI DAN PENGADILAN 

Tf.NGG-1 AGAM·A-

P ROVI NS I SUMATERA BARAT. 

® SEKRET ARI.S DAERAH, ASISTEN, ST AF AHLI, KEPALA BADAN, 

DINA-S;-KANTOR--

DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT. 
·-·' 

® KEPALA . KANWIL, PIMPINAN BUMN / BUMD PROVINSI 

S-UMAT-ERA BA-RAT. 
i 

@ REKAN· WARTAWAN, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG 

BERBAHAGIA. 
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DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, DAN MENYADARI SEGALA 

KEKURANGAN YANG ADA PADA DIRI KITA, MARILAH KITA 

SENANTIASA MENYAMPAIKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT 
I 

ALLAH SWT, KAR--ENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA 

HARI INI, KITA HADIR DI GEDUNG DEWAN INI DALAM RANGKA 

l\1ENYAMPAIKAN .. ,~---PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP 
.. 
\ 

RANPERDA TENTANG 

1. LEMBAGA PENJAMINJ\N KREDIT DAERAH (LPKD). 
~ .... --

2. KEARSIPAN 

SHALAWAT BERIRING SALAM1 KITA PERSEMBAHKAN PADA .. . 

. · ·. JUNJUNGAN KITA'NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG TELAH 

MEMBERIKAN PETUNJUK SERTA BIMBINGAN KEPADA UMATNYA, 

SEMBARI BERHAAAP LIMPAHAN SAFAAT DARI BELIAU UNTUK 

KESELAMATAN HIDUP KITA DI YUMIL AKHIR NANTINYA I 

IvIARILAH KITA BERSAMA MENGUCAPKAN "ALLAHUMMA. SALLI .. 
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'ALLA SAYYIDINA MUHAMMAD, WA 'ALLA ALI SAYYIDINA 

' I 

MUHAMMAD". 

SDR. GUBERNUR, SDR. PIMPINAN DPRD DAN HADIRIN YANG 

KAMI MULIAKAN 

LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH (LPKD). 

SEBELUM DITE'DAPKANNYA RANPERDA TENTANG LEMBAGA 

PENJAMINAN KREDIT DAERAH (LPKD) MENJADI PERDA, KAMI 

DARI FRAKSI .~ARTAI HANURA, INGIN MENYAMPAIKAN 
I l 

PENDAPAT AKHIR INI, SEBAGAI BERIKUT : 

. -'l~d.<AML .. M-EL1HAT DATA UMKM YANG DIAJUKAN OLEH 

PEMPROV_ SEBANYAK 934.609 YANG TERSEBAR DI 

SELURUH PROV. Sl]MBAR ADALAH MASIH SANGAT 

.MERAGUKAN TENT ANG AKURASI DAT ANYA 
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2. DITINJAU DARI ASPEK UMKM ITU SENDIRI TIDAK SELALU 
. 

PERSOALAN -BERADA PADA MODAL, DENGAN ADANYA 

KUR ( KREDIT USAHA RAKYAT) SUMBER PENDANAAN 

LAINNYA·.,frEPERTI CSR, KOPERASI S1MPAN PINJAM YANG 

TIDAK BUTUH AGUNAN SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN 

BAGI PEM.PROV. UNTUK MEMAKSAKAN PENDIRIAN LPKD 

INI. 

3. DATA PENYALURAN KUR TIDAK DI SALURKAN SECARA 

MAKSIMAL BANK SULIT MENCARI DEBITUR. KAMI DARI 

FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR 

MENANYAKAN KEPADA PEMPROV SIAPA YG MAU 

DIBIAYAI?DAN SIAPA SASARAN NASABAHNYA? 

' 

4. PROGRAM INI SEAKAN MENJADI PROGRAM YG TIDAK 

SERIUS SECARA KOMPREHENSIF SEBAGAI BUKTI KETIKA 
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JAMKRIDA DI LUNCURKAN YANG BERKENAN }ADI MITRA 

ADALAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SEMENTARA 

BANK PEMERINTAH LAINNYA SEOLAH TIDAK BERMINAT 

KALAU DLDASARI PERPRES DAN PERMENKEU MESTI ADA 

REGULASI YANG MENGHARUSKAN BANK PEMRINTAH 

IKUT TERLIBAT. 

5. KITA MEMANDANG KALAU BICARA MASALAH 

PENINGKATAN EKONOMI UMKM YANG BERADA 

TERDEPAN ADALAH KAB/KOTA UTK ITU KAB/ KOTA 

TURUT SERTA MEMILIKI RANPERDA INI, MESTINYA KAB/ 

KOTA LAH YANG HARUS LEBIH SERIUS DALAM 

PEMBAHASAN LPKD INI. 
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6. KHUSUS DARI TIM PEMBAHASAN LKPD INI DAR1 

PEMBAHASAN YANG BERLANGSUNG DI BUKTINGGI 

PANSUS MEMINTA PADA PEMDA UTK MELAKUKAN 

PERTEMUAN KHUSUS PE1MBAHASAN DENGN KAB/ KOTA 

TENTANG PENDIRIAN LPKD NAMUN HAL ITU TIDAK 

. 
PERNAH J.ERJADI DAN TEREALISASI SAMPAI SAAT INI 

UNTUK ITU KAMI DARI FRAKSI PARTAII HANURA 

MENGGANGGAP ADA KEENGGANAN PEMPROV .DALAM 

J.tlitD. peJn'6c,J,~ /_.,,lr;v<;Q /.n; c:t:J k,pg /,to7--1-

7. FRAKSI PARTAI HANURA BERPENDAPAT KARENA LPKD 

INI BERPOTENSI RUGI MAKA PERLU DIRUMUSKAN SATU 

KESEPAKATAN DENGAN PIHAK BANK PEMBER! KREDIT 

UNTUK M·ELAKUKAN SHARING RES1KO RANPERDA INt 

TERHADAP RESIKO KEGAGALAN KREDIT ( KRED1T MACET 
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) DENGAN KOMPOSISI PERBANDINGAN 60 : 40 ( 60 UNTUK 

LPKD DAN lfO)-C-uK PJHAK BANK SEHINGGA DENGAN 

KOMPOSISI DEMIKIAN .BANK AKAN SANGAT BERHATI -

HATI UI;JTU'K MEMBERIKAN KRIDIT KEPADA CALON 

NASABAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENILAIAN 

ASPEK PEMBERIAN KREDIT MELALUI TEKNIS 

PERBANKAN. 

8. FRAKSI PARTAI HANUf-A DPRD PROV. SUMBAR 

MEMPUNYAI KOMITMEN YANG TINGGI SERTA BEREMPATI 

TERHADAP KEMAJUAN DAN PERTUMBUHAN UMKN DI 

PROV. SY·MBAR UNTUK ITU KAMI MENDORONG 

PEMERINTAH DAN BANK - BANK PELAKSANA 

PENYALURAN KUR DI SUMBAR UNTUK LEBIH OPTIMAL 

DALAM PROSES PENYALURAN KUR DAN· TIDAK 

MEMPERSULIT DALAM PROSES PENYALURAN KUR TAMPA 

.,,..-
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AGUNAN SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN BAGI UMKM YG 

PUNYA USAHA LAYAK (FISIBEL ) UNTUK TIDAK 

MENDAPATKAN PEMBIAYAAN DARI BANK. 

BERKENAAN DENGAN URAIAN DI ATAS KAMI SEPENDAPAT 

DENGAN PERNYATAAN SDR. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM 

' PROV. SUMBAR .·-SDR. AHMAD KHARISMA PADA HARIAN 

SINGGALANG SELASA 20 NOV 2012 ix7ANG MENYATAKAN BAHWA" 

MODAL BUKAN"'MASALAH UTAMA UMKM" 
1: 

MAKA DENGAN HAL ITU KAMI FRAKSI PARTAI HANURA DPRD 

PROV. SUMBAR .. D£NGAN SUARA BULAT MENYATAKAN BELUM 

·. SETUJU UNTUK MENJA_QIKAN RANPERDA LPKD INI MENJADI 

• ·PERATl)RAN DAERAH PRqV. SUMBAR 
. I • 

I , 
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KEARSIPAN 

SDR. GUBERNUR, SDR. PIMPINAN DPRD DAN HADIRIN YANG 

KAMI MULIAKAN 

· . PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HANURA TERHADAP 

PEMBAHASAN RANPERDA KEARSIPAN PROVINS! SUMATERA 

. BARAT. 

SEBELUM DITETAPKANN·YA RANPERDA TENTANG RANPERDA 

KEARSIPAN PROV SUMATERA BARAT. MENJADI PERDA 

KERASIPAN, KAMI DARI FRAK~I PARTAI HANURA, INGIN 
~ 

. MENYAMP AIKANJ?-ENDAPAT AKHIR INI, SEBAGAI BERIKUT : 

1. KAMI DARI FRAKSI PARTAI HANURA MEMB,ERIKAN 

APRESIASI TERHADAP UPAYA PEMDA MENGAJUKAN 
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RANPERDA TENTANG KEARSIPAN WALAUPUN KITA JUGA 

MENYAYANGKAN KONDISI INI SUDAli JAUH TERLAMBAT 

DARI SEMESTINYA. 

2. FRAKSI PARTAI HANURA MEMANDANG, ARSIP BUKANLAH 

SEKEDAR TUMPUKAN KERTAS YANG TIDAK BERNYAWA DAN 

TIDAK BERHARGA TETAPI ARSIP MERUPAKAN DOKUMEN 

PENTING YANG PERLU DISIMPAN, DITATA DAN DIURUS 

SECARA BAIK.SEHINGGA DENGAN KONDISI TERSEBUT DAPAT ~· 
~ ' 

MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PEMERINTAH DAN· 

MASYARAKAT. 

3. UNTUK LEBIH MEMBERDAYAKAN PERDA KEARSIPAN INI, 

MAKA TENTU SAJA DIPERLUKAN TENAGA, YANG 

PROFESIONAL .,·lJNTUK MENGURUS DAN MENATA ARSIP 

i 

TERSEBUT, SEHINGGA ARSIP MEMPUNYAI NILA! DAN 
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MANFAAT DIMASA YANG AKAN DATANG. KARENA ITU KAMI 
__ .-

HARAPKAN PEMPROV DAPAT MENSOSIALISASIKAN PERDA 

I 
INI SEDEMIKIAN RUPA TERMASUK DENGAN MEMBUAT 

ATURAN PEL'AKSANAANNYA SAMPAI KETINGKAT 

PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA. 

DAN DENGAN MEl\J·GUCAPKAN BISMILLAHHIRRAHMANNlRRAHIM, 

DAN DENGAN SEGALA KETERBATASAN YANG ADA, KAM] DARI 

FRAKSI PARTAI HANURA DAl!AT MENERIMA RANPERDA TENTANG 

l{EARSIPAN IN/, UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERDA 

KEARS/PAN PRO-VJUMATERA BARAT KEDEPAN. 

DEMIKIANLAH PENDAPAT AKHIR INI KAMI SAMPAIKAN, KEPADA 

ALLAH SUBHANAHU'WATA'ALA KAMI MINTA AMPUN ATAS 
I 

SEGALA KESALAHAN DAN KEKHILAFAN DAN MOHON MAAF ATAS 

SEGALA KEKURANGAN. ATAS PERHATIANNYA KAMI' UCAPKAN 
I 

TERIMAKASIH. BILLA.ff! TAUFIQ WAL HIDAYAH, .,. 
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. 
Wassalammualai~3,un Warahmatullahi Wabarakatu . 

. .:···· 

Padang, 21 Desember 2012 

Sekretaris 

~ 
Dedy Edward, SE, MM 

' 

Penasehat : H. M. Tauhid 

H. Sunarno Gani, SH 

Ketu3:. : Drs. H. Marlis, MM 

Sekretaris : H. Dedy Edward, SE, MM 

Bendahara : H. Haswan, BE 
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FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA P~.Ri/\1 K~AOllfiN 

(FRAKSI PKS) 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

PENDAPAT AKHIR 
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

(FRA.KSI PKS) 
DPRD PROPINSI SUMATERABARAT 

Terhadap 
RANCANGANPERATURANDAERAHTENTANG 

1. PENDIRIAN 
PENJAMINAN 
SUMATERA 

PERSEROAN TERBATAS (PT) 
KR.EDIT DAERAH PROVINS! 

2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

. Bismillahirrahmarurrahim. 

Iz:inkan kami menyampaikan salarn para ahli syurga; salam pejuang 

kebenaran; salam kebaikan; clan salam kebesaran Islam 

Assalamualaikum Wamhmatullahi Wabarakatuh .. 

I 

Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah 

S\VT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-1\JYA, sehingga 

· dengan izinnya kita dapat menghadiri rapat paripuma yang terhormat ini. 

Salawat dan salam rnarilah sama-sama kita hadiahkan kepada 

junjungan kita Nabi Besar 1,fuhammad SA \V, kepada keluarganya, 

· kepada para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga 

akhir Zaman. 
I 

Sebelurnnya, kami sampaikan rasa hormat kami kepada: 

Jln. Khatib Su1aiman No. 87 Telp. (0751) 57591 · 57592 · 57593 Padang 
1 

. ·.;: .. ·,. : . . .. . . - . . - ,· 

~ - .. ~ . . . ' . ~~ :· .. 



Yth. 
Yth. 

~t?,,U-
sw~~ Gubemur Propinsi Sumatera Barat -;-, 
sdlicrara~impinandanAnggotaDPRD T ~ tbv ~ 
Propinsi Sumatera Barat 1 

Yth. 

Yth. 

Saudara Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi Serta Pengadilan 
TinggiAgam.a Sumatera Barat 
Saudara Kepala Dinas, Badan., Kantor, 
Pimpinan BUMN Dan BlThtID, Pimpinan Onnas, 

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada 

Pitnpinan sidang yang telah memberl kesempatan kepada kami F raksi 

PI<.S DPRD Propinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan 

Pemandangan Akhir Fraksi berkenaan Ranperda tersebut di atas. 

1. LEMBAGA PENJAMIN KR.EDIT DAERAH PROVINS! 
SUMATERA 

Angka tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sampai hari ini 

masih berkisar 10°/o, sementara tingkat pengangguran berkisar pada 

70,/'o, ini inerupakan pekerjaan rumah yang hams segera diselesaikan 

agar tingkat kesejahteraan termasuk stabilitas/keamanan dapat 

diwujudkan, karena masalah stabilitas/keamanan sangat erat 

hubunganya dengan tingkat kesejahteraan/ perekonomian dan 

tit1gkat hidup masyarakat. 

Se bagaimana diketahui bahwa di Negara sedang berkembang 

seperti Indonesia, pelaku usaha didonunasi oleh usaha mikro, kecil, 

menengah dan kopera~i. Usaha ini ternyata memiliki daya tahan yang 

2 



baik terhadap goncangan ekonomi global sejalan clengan itu tentunya 

U:tvll<.i\!Il< mampu berkontribusi menciptakan stabilitas ekonomi · 
~·~f'1 

ketil:a terjadi pasang surut ek.onomi global tersebut. Namun y:aB:g-
HV~ -r, ~· ~j~ ~> ~ _. 

rfi€njadi-persoalan aclalah pertumbuhan dan perkembangan U:tvil(j\1IK 

di daerah kita belum sepenuhnya berjalan baik, diantara persoalan -
,. 
' . persoalan yang masih dialamai aclalah: 

A.kses pemodalan v 

- Skill clan managemen pengelolaan clan keuarigan J 

- Pemasaran procluk yang terbatas ./ 

- Daya saing 
V 

- I<esuhtan mendapatkan bahan baku J 

Dll ". 

1 Diantara persoalan Jang ada di atas akses pemodalan 

merupakan persoalan paling utama yang menjadikan UMK1-1I< sangat 

suht maju dan berkembang,hal ini diperkuat dengan data bah\va dari 

35.391 UJVIT<l\!fK memiliki volume usaha clan investasi yang rendah. 

Begitu juga masih banyak pelal.ru UivfKlvfK yang feasible namun tidak 

bankable. Maka dengan Ranpercla t~ntang Pendirian PT J amkrida, ini ~fNMa V\..., 

\~ \M_}IIA~ otPt/'IMk r;U ~~ I ~ 0-u~ ~'lt,-- 'Jc.aV\.-\.'. 
FPI<S menyambut baik upaya pemcla tersebut, sebagai salah satu 

upaya me1nberikan solusinya. 

~pe-lv bv~vu«-I~~~ ywh ~ 1]) fi__.,.~tvt~r-~ 

Pada tahap ini merupakan pengambilan keputusan, maka FPI<S 

setelah mendengarkan apa yang sudal1 clibacakan oleh Pansus 

memerikan pandangan s bb : 



1. PT J amkrida ini mes ti dikelola oleh orang yang memiliki kapasitas, 

kapabilitas clan ii1.tegritas yang diandalkan, sehingga mampu 

menjalankan PT ini secara professional clan bertanggung jawab 

tmggi 

2. Rekrutmen di jajaran Komisaris dan Direksinya mesti dilakukan 

secara ketat, melalui. fit and proper test yang fair clan dapat 
• I 

dipercaya, dengan tidak ada intervensi dari siapapun 

3. Pengawasan mesti dilakukan secara serius dan berkelanjutan 

4. I(eberadaan PT ini sekaligus Uj:laya perp.da mempertemukan para 

pelaku UMIZL\.11(. dengan pihak perbankan/lembaga keuangan, ini 

1ne1upakan hubungan mutual, maka mesti ada sharing risk antara 

pihak perbankan dengan PT. jamkrida, tentu besarnya disepakati 

bersama. 

5. Pemda bertekad menjadikan PT. Jamk.rida mampu berperan 

menggairahkan pertumbuhan UNIKlvIK di Sumatera Barat, karena 

upaya yang sama telah dilakukan di beberapa propinsi seperti 

propinsi Jawa Timur, Bali, Makassar, Ja\va Barat dan m~sih 

menyusul beberapa propinsi lainya. 

6. Pembentukan LPKI) sebagai amanat undang undang, secara teknis 

juga telah dituangkan dalam bentuk Perpres nomor 2 tahun 2008 

tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dan Inpres no1nor 7 

tahun 2007 tentang I<ebijakan Percepatan Pembangunan sektor 
•. 

Riil dan Pemberday~an UMKMK. Sejalan dengan itu dorongan 

yang luar biasa dari Lembaga keuangan Negara seperti Bank 

4 
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Indonesia, dari komponen masyarakat sebagaimana dilaporkan 

oleh Pansus ketika melal.ukan hearing seperti KUKMI Sumbar, 

D ekop1.11- Sumbar, Lembaga Konsultan Keuangan Mikro dan Bank 

( I<I<JvIB) semua mengharap segera disyahkan rancangan Peirda 

Pembentukan PT Jamkrida tersebut. 

2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

Tata kelola kc;arsipan n1en1~1.di sesuatu vang penting dalarn 
' • ; l. 

n1endukung terciptany-a tata kelola peff1erintahan yang bail: (good 

/Ol'arzment ,gotc111anre). Sebn1.a ini tata kelola ke~lrsipan di::mggap 

1nnya scbagai unsur pelengkap dan kurang n1endapatkan perhatim1 

J:iri par:1 pengdola pcinerintaban. Banyak n1asaL-1h-n1a.s-c1bh hukun1 

y:1ng tiinbul c_hsebabk:1n o1eh tata kdola learsip:u1 yang kurJng 

1 ··1 I ' 1 " L),l,.'>... I<:.ita perlu belajar banyak dari beberapa kasus hukurn yang 

n1enjadi stngketa ~mtara pe1T1eri.ntah dan 1n:1syarak:1t, yang bany:J.k 

disebabk~1n karena kurangnya daya dukung bukti 

utcntik. 

ars1n 
J. 

yang 

E"raksi Partai 1<:eadilan Seiahtera ruga 1nemandang lxdl'i\-a 

ncr:.1.turan 1Denvdengzaraan kearsi10~1n 11:1.rus 111an11nu n1cn1· 1di 
J ~ L·\..-' 

n1on1entum ba.1,;ri Pemerii--itah Sumatera Harat untuk n1e\Yujudkan 

sistern infonnasi kearsipan yang transparn.n dan akuntabel serta 

terintegrasi. Rapcrda i.ni harus n1an1pu mens11..1bah paraclign1a para 

pcngclob. pen1crintah di Sunutera Barnt, bahwa a:rsip 111erupakan· 

1~·-l·a,··· ·111 ~!-:'n,£.._r 11.,, .. us c11·1·au• l" C. '\.( j cl( • ,C Cj {.Ci. L j • ( b(.l. Sebagai pclayan 1nasym:akat n1ak.1 
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nenYelenggara negar~l harm; 
.L ..,: (_,\,__ "· 

2.rs1f) , 

1 ' 1 ~, 1 •11il1·1- 1·11'1L',-11··1'-·1t ,\1~tP1<:-t 1·11±-.(-.>~L·n.1a, si kearsi1
1lan ,,:an.!c.._·,. 1.;:c'.1"-a\\1~t1 .. '>- . .: ,~J:. L t-s., • ~-' .._ - - . , , 

tLHlSDclLln clan akuntabcl serta terintcgras-i., akan n1.eningkatk:111 
L 

kualit:1s layanan kepada publik. 

Setelah 1nelakukan pembahasan yang mendalam terhadap konsep 

pembahasan TENT.ANG 2 RANPERDA : 

1. Pendirian Persero Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah 
2. Penyelenggaraan Kearsipan 

Sambil berserah diri k.ehadirat .i\llah SWT dengan mengucapkan 

Bismillahirrahinanirrahim, Fraksi PKS dapat menerima Ranperda ini 

untuk dijadikan kesepakatan bersama DPRD Propinsi Sumatera Barat 

clan pemerintal1 daerah. 

IVfohon maaf atas segala kekurangan, Wabillahitaufik wal hidayah, 

Wassalamualaikum, wr.wb. 

Padang, 21 Desember 2012 
07 Safar 1434 H 

Fraksi Partai Keadifan Sejahtera 
(Fraksi PKS) 

DPRD Sumatera Barat 

--,)I.~· - ·• 

t~t::sJ:t-
Sulta , SPt, Msi 

Ketua/ uru Bicara 
hklasin,S.Si 
ek1taris 
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(GERAKAN INDONESIA RAYA) 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH . 

PROVINS! SUMATERA BARAT 
.II. Khallb Sulainrnn No. 87 Tclp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext: 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133 

PENDAPAT AKHIR 

FRAKSI PARTAI GERINDR,_i\. DPRD 

PROVINS! SUlVIATERA BARAT 

TERHA
1
DAP 

' 

e ' . 

. 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUlVIBAR 

TENTANG 

1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN 

I(REDIT DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

2. PENYELENGGARAAN KEARSJ[PAN 

Disan1paikan dalan1 Rapat Paripurna 
DPRD Provinsi Sun1atera Barat 

Senin, 21 Dese1nber 2012 
Juru Bicara : .......................... . 

Assalamu'allaikum \Vr. \Vb. 

Vang Terhormat : 

Sdr. Gubernur Sumatera Barat. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

' 



· Sdr. FORKOPUv1DA, Ketua Pengadilan Tinggi danKetua Pengadilan 

Tinaai Aaama Provinsi SumateraBarat. 
;::J::::; b 

Sdr. Sel,(retaris Daerah/ Asisten/Kepala Badan/Dinas /Kantor Pemprov Sumatera 
! 

Barat 

Sdr. Pimpinan BUI'v1N/BlTh1D/Perguruan Tinggi Se-Provinsi 

Sumatera Barat. 

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP. 

Serta Rekan-rekan ~1edia Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang 

kami muliakan 

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Sebagai wujud syukur atas limpahanfahmat All":lh S\VT, Tuhan Yang Nlaha 

· · Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan memuja-Nya karena 

telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir dan batin, sehingga pacla hari 

ini kita rnasih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dalam rangka Penyampaian 

·. Pendapat Akhir terhadap 2 ( dua) Ranperda tentang 1) Pendirian Perseroan Terbatas 

Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barnt, 2) Penyelengaraan Kearsipan. 

Shalavvat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Ivluhamrnacl 

SA \V, kepada keluarga, sahabat, se1ia kepada umatnya yang setia mengikuti 

risalahnya, tabah, clan sabar clalam menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. 

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepacla 

Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan 



. Pendapat Akhri Fraksi Paitai Gerindra terhadap 2 ( dua) Ranperda tentang 1) 
.. 

i)endirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah P·i·ovinsi Surnatera Barat, 2) 

Penyelengaraan Kearsipan . 

. · Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati, 

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAl\1IN KREDIT DAERAH 

· PROVINS! SUMATERA BARAT 

Bahwa perekonomian daerah Prov. Sumbar, secara signifikan didukung clan 

ditopang oleh kalangan usaha Miho, Kecil, Menengah clan Koperasi, yang 

·. menyebar diseluruh daerah Prov. Sumbar. Dukungan usaha Iviikro, Keci\1 

I\r1enengah clan Koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Prov. Sumbar sangat 

lcntur/fleksibel clan mempunyai ketahanaA ekonomi yang lebih kuat dibandingkan 

dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan segelintir 

'kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis 

multidimensi yang dihadapi oleh daerah Prov. Sumbar. Untuk hal itulah. perhatian 

clan dukungan pemerintah daerah Prov. Surnatera Barat terhadap usaha i\ilikro, 

Kecil, I\1Ienengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang 

bcrorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang clihadapi oleh 

kalangan Usaha Nlikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalarn rangka mengatasi 

dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. 

I 
Narnun ada permasalahan yang jauh lebih penting untuk pcrhatikan oleh 

pemerintah adalah bagaimana pembinaan dan pembekalan secara serius clan 



. berkesinarnbungan terhadap UMKJvl di P;ropinsi Sumatera Barat yang tersebar 

pada kabupaten / kota, yang seharusnya merupakan hak UrvlK.l\.1 dan kewajiban 

pernerintah propinsi Sumatera Barat. - ·_ - -
,_.,' t;·_ ·''; '. ,·, 

Dalarn pengamatan kami selarna ini U11K11 berjalan apa adanya tanpa 

pembinaan yang serius, terencana dan berkesinambungan dari pemerintah propinsi , 

dan pemerintah propinsi sebagai Koordinator. berdasarkan kev.renangan utk 

mensosialisasikan dan mengajak keikutsertaan Kab/Kota clalam pendirian LPKD 

1111. 

Sdr Gubernur clan Sidang Paripurna yang kami honnati 

Dari beberapa pembahasan k.ami '. analisa sernentara bahwa pemerJintah 

prop111s1 : 

1. Tak pernah mensosialisasikan secara utuh k.epada kab/kota tentang 

LKPD. Dengan tak adanya sosialisasi tersebut sebingga kab/kota tak 

merespon terhadap pe1J.dirian LPKD 

2. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa UNIKM berada di· Kab/Kota 

yang juga merupakan tanggung jawab penuh bagi kepacla clac:rahnya 
I 

untuk kesejahteraan masyarakatnya dan kami sangat yak.in clan dapat 

' 
dipastikan seharusnya kab/k.ota menyambut dengan baik LPKD · ini, tapi 

justru kenyataan dilapangan ticlak menclapat respon positif dari kab/kota ,. 

sehingga timbul pertanyaan kenapa ? Pepatah mengataka~ tak ;aying 

maka tak cinta artinya memang terbukti pemerintah prop111s1 tidak 

mensosialisasikan secara utuh kepada kab/kota .. ., ,:,:_.: > ,· · i:: L ·. - --

Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar 

adalah lemahnya kalangan usaha :tvlikro, Kecil, T\1enengah dan Koperasi dalarn 



rnemperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan 

jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh 

lembaga keuangan bank maupun.lernbaga keuangan non-bank. 

Berdasarkan uraian diatas Kami dari Fraksi Partai Gerindra rnemberikan 

beberapa masukatsaran dan kritikan yaitu: 

.. 

1. Potensi U1'ilKIV1 sekarang ini belum didukung secara m2ksimal clalam 

merebut segmen pasar riil baik domestik maupun kesempatan yang terbuka 

di pasar bebas ACFTA, 

2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kerdit Daerah Prov. Sumbar 

dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan 

menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan rvienengah, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, meningkatkan peran 

KUtvIKl'v1 clalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rnempcrluas 

kesempatari kerja. Namun sebelum perda ini disahkan perlunya kajian dan 

pendataan yang serius disetiap kec. didaerah Sumatera Barat terhadap 

usaha mikro, kecil dan 'menengah, ygar perda ini benar benar menyentuh clan 

dirasakan oleh rnasyarakat, hingga dapat di pe1iangungjawabkan dan tidak 

rnerugikan pemerintah daerah Sumatera Barnt. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melibatkan pemerintah Kab/Kota 

dalam pembahasan ranperda ini, agar Ranperda yang kita bahas ini benar 

benar memiliki kepastian hukum, tepat sasaran, serta tidak merugikan 

pemerintah Provinsi Sumbar dan masyarakat yang rnengharapkan clan 

111ernbutuhkan Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Prov. 

Surnbar 



• .. memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan 

· _jaminan yang harus disecliakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh 

lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. 

Berdasarkan uraian diatas Kami dari Fraksi Paiiai Gerindra rnernberikan 

. beberapa masuka:'saran clan kritikan yaitu: 

1. Potensi Uiv1K11 sekarang ini belum didukung secara maksirnal dalarn 

merebut segmen pasar riil baik domestik maupun kesempatan yang terbuka 

di pasar bebas ACFTA, 

2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kerclit Daerah Prov. Sumbar 

dimaksuclkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi claerah clengan 

menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan iVIenengah, 

. 
meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, meningkatkan peran 

KUtv1KI'v1 clalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas 
I 

kesempatari ke1ja. Namun sebelum perda ini disahkan perlunya kajian dan 

pendataan yang serius disetiap kec. didaerah Sumatera Barat terhadap 

usaha mikro, kecil clan menengah, agar perda ini benar benar rnenyentuh clan 

dirasakan oleh masyarakat, hingga dapat di pertangungjmvabkan dan tidak 

merugikan pemerintah daerah Sumatera Barat. 

Pernerintah Provinsi Sumatera Barat harus melibatkan pemerintah Kab/Kota 

dalam pembahasan ranperda ini, agar Ranperda yang kita bahas ini benar 

\ 

benar memiliki kepastian hukum, tepat sasarart, serta ticlak rnerugikan 

pemerintah Provinsi Sumbar dan masyarakat yang mengharapkan dan 

membutuhkan Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Prov. 

Surnbar 



3. Kami rneminta Pemerintah Provinsi Sum bar agar lebih arif dalam menyikapi 

dan membuat setiap kebijakan, yang mana tentunya kebijakan tesebut sanfat 

diharapkan menggarah kepada perlintlungan tehadap ekonomi masyarakat. 

disamping itu perlunya pengawalan terhaclap penyimpangan penyimpangan 

yang akan mencul kemudian harinya. 

Berclasarkan paparan kami cliatas, untuk itu Kami dari Fraksi Pmtai 

Gerindra menolak Ranperda tentang Lembaga Penjamin Kredit daerah imtuk 

c\isyahkan menjadi Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. 

. Haclirin Siclang Paripurna Yang Kami Hormati, 

PENYELENGARAAN KEARSIPAN 

_ ·, -
/ a, ~· 

\~, -~ .. ~ .. · =:,: -. -,,_: 

-·,.._ __ 

Salah satu problem mendasar dari ketidak jelasan pembangunan daerah 

karena ketidak jelasan data clan dokumen yang mendukung penyelengaraan 

.. pemerintah clan pembangunan~ karena keberadaan arsip yang tidak m·emaclai. Arsip 

per\u ditcmpatkan sebagai sesuatu yang strategis clan penting. Dengan keberadc1an 

Arsip yang kuat, tertata secara sistematis clan terkodifikasi dengan metoclologi 

yang saintifik, maka banyak hal yang bisa didapatkan pemerintah daerah untuk 

rnembantu rekayasa pembangunan jati diri daerah bisa teridenfikasi dengan baik. 

Begitu pula dalam penataan aset dan kekayaan daerah, dokumen clan bukti bukti 

legal bisa didapatkan dengan keberadaan asrip yang kuat dan kredibel untuk itu 

~ ,·~-.'. -.... -' 

. I . 
1. Perda penyelengaraan kearsipan perlu mengatur dukungan yang kuat tentang 

penguatan kearsipan dari pemerintah daerah. 

2. Pemerintah daerah perlu menempatkan arsip·. sebagai bagian Integral pacla 

perencanaan dan proses pembangunan. 



3. Pemerintah daerah harus berupaya terus menerus mengumpulkan berbagai 

arsip yang ada di berbag~i institusi maupun yang di masyarakat bahkan yang 

berada di 1uar negeri. Untuk hal ini amat1ah per1u koordinasi dan srnerg1 

dengan arsip nasional. 

4. Pemerintah provinsi mesti rnendorong pemerintahan Kabupaten/Kota untuk 

mcngupayakan lernbaga Kearsipan yang memaclai clan menyakikan mereka 

tentang arti penting eksitensi arsip. 

5. Penempatan pejabat di arsip haruslah dengan dukungan kompetensi yang 

b~sa clipertangumngjawabkan. Jug( tak kala penting adalah rekruitrnen 

pegawai dengan keahlian yang compatble dengan kearsipan. Penernpatan 

pejabat di arsip hendaknya tidak lagi sekedar untulz' parkir karena tak lagi 

eksis di SKPD lain. 

6. Kearsipan adalah bidang k.husus yang pada program tertentu dibutuhkan 

SDI'vl yang spesifik. Ada klasifikasi pekerjaan yang tidak hanya memerlukan 

keahlian tetapi juga ketekunan clan kerajinan yang lebih. Inilah yang clisebut 

dengan arsiparis. Diantara arsiparis ini ada banyak peke1jaanya yang 

beresiko serius terhadap kesehatan. Untuk itu, bagi arsiparis yang 

ditempatkan dalam posisi ini mes{inya diberikan tunjangan atau ipsenti r 

yang memadai agar mereka tidak perlu terlalu khawatir dengan pekerjaan 

mereka. 

Hadirin sidang de,van yang terhormat, 

Berclasarkan apa yang telah kami kemukakan diatas,Fraksi Partai Gerinclra 

berkesimpulan bahwa Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2011 tentang 



Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat ~udah dapat clitcrima, oleh 

k~rena itu dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahiim kami menyrtujui 

.Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

· tcrbadap Perubahan Peraturan OPRD Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib 

· DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan sebagai Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Dernikianlah Pendapat Akhir Fraksi Gerindra sernoga bermanfaat ac!dnya, 

terirn·a kasih atas segala perhatian dan mohon rnaaf atas segala kesalahan. 

\Vabillahittaufiq \valhidayah 

Salan1 Indonesia Raya ! 
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